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Pertambangan dan Hutan

Komisi 1ll DPR Laporkan Menko Perekonomian ke Polisi

Jakarta, NERACA

Komisi-1II DPR RI berniat me-
laporkan Menko Perekonomian
Dorodjatun Kuntjoro-Jakti ke
pihak kepolisian berkaitan keti-
dakhadirannya memenuhi un-
dangan rapat kerja. Berdasarkan
catatan Tim Tumpang Tindih La-
han Pertambangan dan Hutan
DPR, Menko telah dua kali batal
memenuhi undangan, yakni tang-
gal 31 Mei 2004 dan 23 Juni 2004
yang lalu.

Menurut Ketua Tim Tumpang
Tindih Lahan Pertambangan dan
Hutan Komisi III DPR RI, Fachri
Andi Leluasa, pihaknya merasa
dilecehkan oleh Menko Pereko-
nomian yang dua kali berturut-
turut tak hadir memenuhiundang-
an rapat kerja dengan Komisi III
DPR, yaitu pada tanggal 31 Mei
2004 dan 23 Juni 2004. “Jelas,
Dorodjatun telah melanggar Tata
Tertib DPR. Untuk itu kami akan
menempuh jalur hukum,” kata
Fachri, di Jakarta kemarin.

Komisi IIl DPR mengundang
Dorodjatun untuk menjelaskan
persoalan penyelesaian tumpang
tindih lahan pertambangan dan
kehutanan, Terutama soal pener-
bitan Perpu No.l tahun 2004 yang
membolehkan perusahaan tam-
bang melanjutkan kegiatannya di

hutan lindung.
Sebagaimana diketahui, pem-

bahasan soal tumpang tindih lahan -

yang dilakukan oleh' Komisi III
dan Komisi VIII DPR belum men-
capai titik final. Namun di saat
anggota DPR menjalani masa re-
ses (istirahat) tiba-tiba pemerintah
mengeluarkan Perpu tersebut.
Kemudian Perpu tersebut diper-
kuat oleh Keppres No. 41/2004.

Dalam Keppres soal penam-
bangan dihutan lindung yang dite-
ken Presiden Megawati Soekarno-
putri tanggal 12 Mei lalu itu, pe-
merintah menetapkan 13 perusa-
haan untuk melanjutkan kegiat-
annya di kawasan hutan hingga
ijinatau perjanjian berakhir. Dalam
Keppres tersebut disebutkan
mengenai pelaksanaan usaha bagi
13 perusahaan tersebut didasar-
kan pada ijin pinjam pakai yanﬁ
ketentuannya ditetapkan ole
Menteri Kehutanan.

Ke-13 perusahaan yang dimak-
sud, yaitu PT Freeport Indonesia
dengan luas perijinan 10.000 ha
(Mimika) dan 202.380 (Mimika,
Paniai, Jaya Wijaya, Puncak Jaya);

Karimun Granit dengan luas
2.761ha (Karimun, KeJx. Karimun,
Riau);. PT Inco Tbk dengan luas
218.828 ha (Luwu Utara, Sulsel;
Kolaka, Sulteng; Kendari, Moro-

~wali, Sultra); PT Indominco Man-
diri dengan luas 25.121 ha (Kutai
Timur, Kaltim); PT Aneka Tam-
bang Tbk. dengan luas 39.040 (Hal-
mahera Tengah, Maluku Utara);
PT Natarang Mining sekitar 12.790
ha (Lampung Selatan, Tangga-
mus, Lampung Barat).

Selanjutnya, PT Nusa Halmahe-
ra Minerals luas 29.622 (Halma-
hera Utara dan Halmahera Barat,
Maluku Utara); PT Pelsart Tam-
bang Kencana luas 201.000 (Kota-
baru, Banjar, Tanah Laut, Kalsel);
PT Interex Sacra Raya 13.650 (Pa-

. sir, Kaltim dan Tabalong, Kalsel);
PT Weda Bay Nickel luas 76.280
(Halmahera. Tengah, Maluku
Utara); PT Gag Nickel denganluas
13.138 (Sorong, Papua); PT Sorik-
mas Mining dengan luas 66.200
(Mandailing, Natal, Sumut) dan
PT Aneka Tambang 14.570 (Ken-
dari, Sultra).

Sebelumnya, pemerintah me-
mang pernah menjanjikan akan
mengeluarkan Keppres untuk

nyelesaian tumpang tindih la-
ﬁgn. “Dalam waktu dekat atau seti-
daknyatahunini, pemerintah akan
menerbitkan Keppres. Pihak DRP
'uga setuju. Rekomendasi dari
JD R, pemerintah segeramenerbit-
kan Keppres bagi 13 perusahaan
tambang. Dan tim gabungan dari

“curah hujan, dan keti

Kantor MenKo juga sudah me-
nyampaikannya kepada presiden.
Tinggal ditandatangan saja,” ujar
Sekjen 'DESDM yang waktu itu
masih dijabat Djoko Darmono.

Di kalangan pemerintan sendi-
ri, persoalan hutan lindung pe-
netapanKkriterianyatidak seragam.
Menurut Wimpy S Tjetjep, mantan
Dirjen GSDM, seémestinya ada
konsistensi dalam menilai apakah
sudah kawasan termasuk hutan
lindung. “Masa, dulu sebelum me-
nentukan suatu kawasantermasuk
hutan lindung, masalah biodiver-
sity tidak menjadi salah satu kri-
teria, tahu-tahu sekarang, masalah
tersebut menjadi salah satu kri-
teria. Inikan tidak konsisten nama-
nya,"'ucap Kepala Balitbang
DESDM ini. .

Untuk menentukan suatu
kawasan termasuk hutan lindung,
menurutlanjut Wimpy, setidaknya

‘adatigakriteria. Pertama, masalah

kemiringan lahan, kedua masalah

" rrvlvasalah
erosi. Terkadang ung impy,
ada juga yang memasuﬁkan, kri-
teria keempat, yaitu buffer zone.

“M 1biodiversity kan tidak
ada, koq sekarang menjadi salah
satu kriteria. Siapa pun kita, mesti
konsisten dengan kritéria hutan
lindung,” katanya. (31)
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